SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/V1/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKALAN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang :a. bahwa telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Mengingat :

L 3

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 11/HK.03.1-
Kpt/3526/KPU-Kab/1/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangkalan Tahun 2021, perlu dilakukan perubahan dikarenakan
adanya penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan adanya salah
satu tim yang telah memasuki masa pensiun;

bahwa telah ditunjuk Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum
dalam Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
nomor : 149/SDM.05.5-SPt/05/SJ/IV/2021 tentang pelaksana tugas
(plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor
11/Hk.03.1-Kpt/3526/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;




10.

Memperhatikan :

%

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
270);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 442);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 441);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-
Kpt/05/KPU/XI1/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1. Keputusan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor:
882/316/433.2020 Tanggal 9 Agustus 2020 Tentang
Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian
dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai
Batas Usia Pensiun;

2. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
nomor : 149/SDM.05.5-SP/05/SJ/1V/2021 tentang pelaksana
tugas (plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangkalan.
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3.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN NOMOR
11/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/l/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021.

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, yang
terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

a. Tim Manajemen Perubahan;

b. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi
Kebijakan;
Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
Tim Penataan Tata Laksana;
Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
Tim Penguatan Akuntabilitas;
Tim Pengawasan; dan
Tim Pelayanan Publik
3. T|m Agen Perubahan.
Mengubah Lampiran | dan menambahkan Lampiran Il pada
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan
Nomor 11/Hk.03.1-Kpt/3526/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan
Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini

| T@Q@ *0 Qo0

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat penerbitan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Pos Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangkalan Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 28 Juni 2021

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Sekretariat KPU Kabupaten KABUPATEN BANGKALAN

Bangkalan plt.Kepala Sub Bagian

S

Hukum,

TTD

ZAINAL ARIFIN,SH,.MH
ARIFIN
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGKALAN

NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/V1/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 11/HK.03.1-
KPT/3526/KPU-KAB/1/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021

NO NAMA JABATAN P TUGAS DALAM TIM
DALAM TIM
: 2 3 4 5
PENGARAH
1. | Zainal Arifin, S.H., M.H. Ketua KPU Pengarah Pengarah
Kabupaten merangkap
Bangkalan Ketua
2. | Achmad Fauzi, S.E., M.M. | Anggota KPU Pengarah Pengarah
Kabupaten merangkap
Bangkalan Anggota
3. | M. Arief Bachtiar, S.E. Anggota KPU Pengarah Pengarah
Kabupaten merangkap
Bangkalan Anggota
4. | Sairil Munir, S.Sos. Anggota KPU Pengarah Pengarah
Kabupaten merangkap
Bangkalan Anggota
5. | Sri Hendayani, S.Th.I Anggota KPU Pengarah Pengarah
Kabupaten merangkap
Bangkalan Anggota
PELAKSANA
1. | Rachmad Agustiawan, Plt. Sekretaris Ketua Ketua
S.E., S.Sos. KPU

Kabupaten

Bangkalan

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
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KEDUDUKAN

NO NAMA JABATAN TUGAS DALAM TIM
DALAM TIM
1 2 3 4 5
1. | Rachmad Agustiawan, Kepala Koordinator Menyusun strategi
S.E., S.Sos. Subbagian merangkap manajemen
Teknis Pemilu Anggota perubahan dan
dan Hupmas strategi komunikasi
2. | Abdul Azis, S.E. Staf Asesor pada Komisi
Pemilihan Umum
3. | Jagok Halim Staf Anggota
v " Kabupaten
Ramadani,S.H.
Bangkalan;
4. | Tri Yuliwanda Staf Anggota - Melaksanakan
i sosialisasi dan
5. | Etty Chotidjah Staf Anggota
internalisasi
manajemen
perubahan dalam
rangka reformasi
birokrasi.
II. | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN
1. | Samsul Arifin,SE. Plt.Kepala Koordinator Mengidentifikasikan
Subbagian merangkap peraturan
Hukum Anggota perundang-
2. | Abdul Azis, S.E. Staf Asesor undangan yang
dikeluarkan Komisi
3. | Jagok Halim Staf Anggota ey
J Pemilihan Umum
Ramadani,S.H.
Kabupaten
4. | Sugianto Staf Anggota Bangkalan;

- Melakukan pemetaan
peraturan
perundang-
undangan yang tidak

harmonis atau tidak
sinkron di
lingkungan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten
Bangkalan.




v

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN TUGAS DALAM TIM
DALAM TIM
1 2 3 4 5
III. | TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN
1. | Muhammad Yasser, S.E., | Kepala Koordinator Membentuk unit
M.M. Subbagian merangkap kerja yang
Keuangan, Anggota menangani fungsi
Umum dan organisasi, tata
Logistik laksana,
2. | R. Endang Wahyuningsih, | Staf Asesor kepegawaian, dan
S.E. diklat yang mampu
3! Sidik, S.E. Staf Anggota mendukung
t i tuj
4. | Junik Sridewi H., S.E. Staf Anggota S i
dan sasaran
5. | Fathurosi, S.E. Staf Anggota reformasi birokrasi.
6. | R Weni Dwi Wulansari, Staf Anggota
S.E.
IV. | TIM PENGUATAN TATA LAKSANA
1. | R. Abdul Syukkur, S.E., Kepala Koordinator Mengkoordinasikan
M.M. Subbagian merangkap penyiapan dokumen
Program dan Anggota SOP core business;
Data Mengkoordinasikan
2. | Samsul Arifin, S.E. Plt.Kepala Asesor pembangunan atau
Subbagian pengembangan e-
Hukum govemment.
3. | Tri Yuliwanda Staf Anggota
4. | Etty Chotidjah Staf Anggota
V. | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
1. | Muhammad Yasser, S.E., | Kepala Koordinator Melaksanakan
M.M. Subbagian merangkap sistem rekrutmen
Keuangan, Anggota yang terbuka,

Umum dan
Logistik

transparan,
akuntabel, dan

berbasis




NO NAMA JABATAN . TUGAS DALAM TIM
DALAM TIM
1 2 3 4 5
2. | Samsul Arifin,SE Plt.Kepala Asesor kompetensi;
Subbagian Melakukan asesmen
Hukum individu
3. | Rachmad Agustiawan, Kepala Anggota berdasarkan
S.E., S.Sos. Subbagian kompetensi;
Teknis Pemilu Melaksanakan
dan Hupmas penerapan sistem
4. | R. Abdul Syukkur, S.E., Kepala Anggota penilaian kinerja
M.M. Subbagian individu;
Program dan - Membangun sistem
Data dan proses
5. | Junik Sridewi H., S.E. Staf Anggota pendidikan dan
. pelatihan pegawai
P i it v berbasis kompetensi
7. | R Weni Dwi Wulansari, Staf Anggota dalam pengelolaan
S.E. kebijakan dan
pelayanan publik.
VI. | TIM PENGAWASAN
1. | Rachmad Agustiawan, Kepala Koordinator Melaksanakan
S.E., S.Sos. Subbagian merangkap penerapan Sistem
Teknis Pemilu Anggota Pengendalian Intern
dan Hupmas Pemerintah (SPIP)
2. | Sugianto Staf Asesor pada Komisi
Pemilihan Umum
3. | Tri Yuliwanda Staf Anggota it
4. | Etty Chotidjah Staf Anggota Bangkalan;

Meningkatkan Peran
Aparat Pengawasan
intern Pemerintah
(APIP) sebagai
Quality Assurance

dan Consulting.

TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS




NO NAMA JABATAN i TUGAS DALAM TIM
DALAM TIM
1 2 3 4 5
1. | R. Abdul Syukkur, S.E., Kepala Koordinator - Membangun sistem
M.M. Subbagian merangkap yang mampu
Program dan Anggota mendorong
Data tercapainya kinerja
2. | Samsul Arifin, S.E. Plt.Kepala Asesor organisasi yang
Subbagian terukur;
Hukum - Menyusun Indikator
3. | Fathurosi, S.E. Staf Anggota Kinerja Utama (IKU)
Komisi Pemilihan
4. | Etty Chotidjah Staf Anggota Gt Kabnpaten
Bangkalan.
VI | TM PELAYANAN PUBLIK
1. | Samsul Arifin,SE PLt.Kepala Koordinator - Menerapkan standar
Subbagian merangkap pelayanan dalam
Hukum Anggota pelayanan publik;
2. | Rachmad Agustiawan, Kepala Asesor - Meningkatkan
S.E., S.Sos. Subbagian partisipasi
Teknis Pemilu masyarakat dalam
dan Hupmas penyelenggaraan
3. | Jagok Halim Staf Anggota pelayanan publik.
Ramadani,S.H.
4. | Tri Yuliwanda Staf Anggota
IX. | TIM AGEN PERUBAHAN
1. | Rachmad Agustiawan, Plt. Sekretaris Ketua - Membuat rencana
S.E., S.Sos. aksi dari program-
2. | Rachmad Agustiawan, Kepala Wakil Ketua program reformasi
S.E., S.Sos. Subbagian dan yang sudah akan
Teknis Pemilu Koordinator Aisaem Berqonns
dan Hupmas Perubahan di Tim Reformei
bagiun PHOS Birokrasi
3. | R. Abdul Syukkur, S.E., Kepala Anggota e o
M. M. Sulbbeuian - Merencanakan,

Program dan

melaksanakan dan




NO NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

TUGAS DALAM TIM

E 5

Data

mengevaluasi

4. | Samsul Arifin,SE

Plt.Kepala
Subbagian

Hukum

Anggota kegiatan di setiap
program Reformasi

Birokrasi Sekretariat

5. | Muhammad Yasser, S.E.,
M.M.

Kepala
Subbagian
Keuangan,

Umum dan
Logistik

serta melaporkan
Anggota

kepada Tim Pengarah
setiap bulan bersama
Tim Reformasi

Birokrasi; dan

- Melakukan
kampanye dan
mengajak setiap
pegawai untuk
melakukan
perubahan mental
dan perilaku yang
sejalan dengan
Reformasi Birokrasi

secara aktif.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten
Bangkalan plt.Kepala Sub Bagian
Hukum,

SA ARIFIN

Ditetapkandi  : Bangkalan
Pada tanggal ;28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

TTD

ZAINAL ARIFIN,SH,.MH
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/V1/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKALAN NOMOR 11/HK.03.1-KPT/3526/KPU-KAB/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALANTAHUN 2021

PEOGRAM INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN
REQeLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10| 11| 12
Membentuk Tim
Reformasi Birokrasi di
Lingkungan
unit/satuan kerja
Manajemen Perencanaan SK Tim Reformasi
Tim terdiri dari: i idili
g Perubahan Reformasi Birokrasi ik bk Birokrasi di lingkungan v v

_ unit/satuan kerja
1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana (8
area perubahan);

3. Tim Agen
Perubahan;

4. Tim Assessor




<11s

PELAKSANAAN (BULAN)

melaksanakan
reformasi birokrasi
secara konsisten dan
melakukan perubahan
mental

pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan
unit/satuan kerja

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN
KEGIATAN KEBERHASILAN 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan
komltmgn_bersamg Kegiatan kick offl
seluruh jajaran pejabat
: pembangunan
dan pegawai untuk :
komitmen

Focus Group
Discussion penyusunan
Rencana Aksi Tahunan
Reformasi Birokrasi dan
Rencana Aksi Agen
Perubahan di
lingkungan unit/satuan
kerja

Rencana aksi tahunan
Reformasi Birokrasi
dan Rencana Aksi
Agen Perubahan di
lingkungan unit/satuan
kerja
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NO

PEOGRAM
KEGIATAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR
KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)

4

5

6

7

9

10

1

12

Pelaksanaan
manajemen
perubahan

Sosialisasi reformasi
birokrasi melalui
berbagai media

. Tersedianya media

sosialisasi reformasi
birokrasi di
lingkungan kerja
yang bisa diakses
stakholder internal
dan eksternal;

. Pembangunan

kolom reformasi
birokrasi unit/satuan
kerja di website
resmi yang berisikan
dokumentasi/pelapo
ran pelaksanaan
reformasi birokrasi
di lingkungan
unit/satuan kerja

Sosialisasi nilai-nilai
untuk menegakan
integritas
penyelenggara Pemilu
dan ASN

1. Menurunnya
jumlah
pelanggaran kode
etik penyelenggara
pemilu;

2. Menurunnya angka

pelanggaran
disiplin ASN
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PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN
KEGIATAN KEBERHASILAN 4 5] 6] 7] 8] 9[10] 11] 12
1. Persentase ¥
penandatanganan
pakta integritas
baik anggota dan
Penyelenggaraan 2 gg\sjéentase
integritas di lingkungan y pelaporan LHKPN:
kerja: 3. Persentase
1) Penandatanganan Eﬂiﬁgﬁp
Pakta Integritas 4. Dokumen laporan
penylelenggara penanganan
pemilu; bent
2) Pelaporan LHKPB k:;;ﬁﬂ;an : :
dan LHKASN setiap berikut
tahun; dokumentasi:
3) Pelaksanaan a. Surat pernyataan
manajemen potensi benturan
benturan . kepentingan;
kepentingan; b. Surat pernyataan
4) Pembangunan zona bebas benturan
integritas. kepentingan;
c. Deklarasi
pencanangan zona
integritas
unit/satuan kerja,
Internalisasi nilai-nilai 1. Tersedianya media
dasar organisasi dan s?s!adhsam -
menciptakan budaya glrgéniassazg dan : i : f . ! . i ;
kerja positif di unit budaya kerja
kerja/satuan kerja positif di

lingkungan
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PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN
KEGIATAN KEBERHASILAN a 5 6 7 8 9 101 111 12
unit/satuan kerja;
2. Diterapkannya
budaya kerja
positif yang
dituangkan dalam
standar
operasional
pelaksanaan
kegiatan/tugas
keseharian.
1. Tersedianya
instrumen reward
Pembangunan reward dan punishment di
dan punishment yang lingkungan
mendorong motivasi unit/satuan kerja;
perubahan, terutama | 2. Pembangunan N4 N Aot - L
yang terkait dengan lsurvei kepu:saq
ayanan sebagai
gﬁ:i’f”a" iy indikator perbaikan
pelayanan di
lingkungan
unit/satuan kerja
Melakukan monitoring Tersedianya dokumen
pelaksanaan rencana e
" - . | monitoring dan
Ay ; aksi reformasi birokrasi ; L
Monitoring, Evaluasi : evaluasi rencana aksi
dan rencana aksi agen v | W v |

dan Pelaporan

perubahan di
lingkungan unit/satuan
kerja

reformasi birokrasi dan
rencana aksi agen
perubahan




1%

PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN ; : < - ; s 12
Melakukan evaluasi
pelaksanaan rencana
aksi reformasi birokrasi | 1. Tersedianya
dan rencana aksi agen dokumen tindak
perubahan di lanjut dgri hasil
:ir;gr;.kungan gnit/satuan :ﬁ:ihgzs;r:encana J J J
!a melalui !empar perubahan di
kerjq eyaluaS| ur'u.t lingkungan
(penilaian mandiri unit/satuan kerja;
pelaksanaan reformasi | 2. Terisinya lembar
birokrasi unit/satuan kerja evaluasi unit.
kerja)
Melakukan pelaporan :
rencana aksi reformasi | | ersedianya dokumen
birokrasi dan rencana | tindak lanjut dari hasil
aksi agen perubahan di :;Zl:zse'rzr;i":;"s'
tggjl;u;:::d:?lt/satuan lingkungan kerja, serta VIV A AN AN A A
pelaksanaan yang
1. Tim pengarah; sudah ditindaklanjuti
2. Tim reformasi dari evaluasi
birokrasi KPU; sebelumnya
Penguatan 5;’:(':;8' fggj&a Pemetaan naskah Adanya data
2| Peraturan P dinas pengaturan dan | Perundang-undangan siAbd A LAt it 8 =
Perundang- EPTAFE-DRnGING- penetapan di di lingkungan
undangan (naskah : y it/satuan keria
undangan/Deregula | 2" o9 lingkungan unit/satuan | Y™ PRen
dinas pengaturan dan




-16-

PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN i : . ; ; o | 5T 1
si Kebijakan penetapan) yang kerja
menjadi kewenangan
di lingkungan
unit/satuan kerja
Menyempurnakan/men
gubah berbagai
peraturan perundang-
undangan (naskah Penyusunan revisi
dinas pengaturan dan | naskah dinas Jumlah naskah dinas
atau penetapan) yang | pengaturan dan atau pengaturan dan J 4 N J K, J J J i
dipandang tidak penetapan di penetapan yang sudah
relevan lagi, tumpang | lingkungan unit/satuan | di revisi
tindih atau kerja
disharmonis dengan
peraturan perundang-
undangan lain
Penyusunan revisi
Melakukan deregulasi | naskah dinas Jumlah naskah dinas
untuk memangkas pengaturan dan atau pengaturan dan
peraturan perundang- | penetapan di naskah penetapan
undangan yang lingkungan unit dan yang terkait dengan VI NN NN NN A

dipandang
menghambat
pelayanan

satuan kerja yang
terkait dengan
pelayanan kepada
stakeholder

pelayanan kepada
stakeholder yang
sudah di revisi
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PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN i : . ; . 51 10T
Penyusunan naskah
dinas pengaturan dan
Merumuskan berbagai | atau penetapan yang Jumlah naskah dinas
peraturan perundang- | diperlukan sesuai pengaturan dan J 5 ¥ J J J J J J
undangan baru yang | kebutuhan dan penetapan yang sudah
dipandang diperlukan | wewenang di disahkan
lingkungan unit dan
satuan kerja
1. Pembangunan JDIH | 1. Dapat diaksesnya
Pengelolaan JDIH satuan kerja; JDIH satuan kerja; v v v v v N} N V N
2. Pengelolaan JDIH 2. Updatenya data
satuan kerja JDIH satuan kerja.
1. FGD evaluasi 1. Dokumentasi
organisasi di laporan FGD
5. T onguaian Evaluasi organisasi Iingkungan e\faluasi organisasi; b I
Kelembagaan unit/satuan kerja; 2. Pelaporan kuesioner

2. Pengisian kuesioner
evaluasi organisasi.

evaluasi organisasi
kepada KPU RI;

Penyesuaian SOTK

1. Dilaksanakannya
penyesuaian SOTK
unit/satuan kerja
sesuai mandat;

2. Pembuatan
dokumen struktur
organisasi
unit/satuan kerja

1. SOTK unit/satuan
kerja sesuai mandat;

2. Struktur organisasi
unit/satuan kerja
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NO

PEOGRAM
KEGIATAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR
KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)

4

5

6

7

9

10

11

12

Penguatan Tata
Laksana

Peningkatan
tatalaksana proses
bisnis serta SOP di
lingkungan unit/satuan
kerja

Penyusunan peta
proses bisnis dan SOP
di lingkungan
unit/satuan kerja

1. Seluruh peta proses
bisnis telah disusun
sesuai dengan
pedoman
penyusunan peta
proses bisnis;

2. Tersedia peta
proses bisnis yang
sesuai dengan tugas
dan fungsi,

3. Peta proses bisnis
telah sesuai dengan
dokumen rencana
strategis dan
rencana kerja
organisasi; dan

4. Setiap jenjang
organisasi telah
memiliki peta proses
bisnis yang selaras
dengan kinerja.

Evaluasi proses bisnis
di lingkungan
unit/satuan kerja

Telah dilakukan
evaluasi terhadap
seluruh peta proses
bisnis yang sesuai
dengan efektivitas
hubungan kerja antar
unit organisasi untuk
menghasilkan  kinerja
sesuai dengan tujuan
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PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN
KEGIATAN KEBERHASILAN 2 5 6 7 3 9 [ 10 111 12
organisasi
1. Telah dilakukan

Penyusunan SOP di
lingkungan unit/satuan
kerja

penjabaran seluruh
peta lintas fungsi
(peta level n) ke

dalam SOP;
2. Seluruh peta proses
bisnis telah

dijabarkan dalam
SOP;

3.SOP sudah
dilegalkan; dan

4. Seluruh prosedur
telah diterapkan

Evaluasi SOP di
lingkungan unit/satuan
kerja

Terdapat evaluasi
terhadap efisiensi dan
efektivitas peta proses
bisnis dan SOP secara
berkala dan seluruh
hasilnya telah
ditindaklanjuti.
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PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN
KEGIATAN KEBERHASILAN 4 56| 7] 8] 910] 11] 12
. Adanya kebijakan
pendukung PID;
Dapat diaksesnya
Tata kelola PPID di maklumat layanan,
lingkungan unit/satuan standar pelayanan
kerja: dan SOP terkait
permohonan
1. Penyampaian informasi oleh
kebijakan/maklumat stakeholder;
layanan/standar Meningkatnya
pelayanan/SOP PID kepuasan layanan
di lingkungan satuan PID;
kerja; . Jumlah
Penyelenggaraan 2. Peningkatan permohonan
keterbukaan informasi kapasitas pengelola asuk, Sadang  ERERCS EE AR SR

publik

PPID di lingkungan
satuan kerja;

3. Pengelolaan PPID
dan e-PPID di
lingkungan satuan
kerja;

4. Melakukan
monitoring dan
evaluasi
pengelolaan PPID
dan e-PPID

5. Survei kepuasan
pemohon informasi

diproses dan
sudah selesai
ditindak lanjut;

. Jumlah sengketa

informasi

. Adanya

rekomendasi/pelak
sanaan
rekomendasi hasil
monitoring dan
evaluasi
pengelolaan PPID;
dan

Indeks kepuasan
permohonan
informasi.

Tata kelola dan

Tata kelola SPBE di

Kebijakan internal

" tata kelola SPBE:
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PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN . : . . : T T
implementasi sistem lingkungan unit/satuan . Kebijakan internal
pemerintahan berbasis | kerja: layanan SPBE
elektronik (SPBE) di (SOP);
lingkungan unit/satuan ! Pembapgunan ! Dlmanfaatkannya
kerja aplikasi apluka5| yang
inovatif/transformasi dibangun, memiliki
proses proses bisnis dan
bisnis/terintegrasi SOP;
dan memiliki . Besaran anggaran
peluang besar untuk belanja TIK di
direplikgsi di lingkungan v v v v v v v v v
unit/satuan kerja unit/satuan kerja;
lain; . Jumlah aplikasi
2. Strategi dan terintegritas di
perencanaan lingkungan
anggaran dan unit/satuan kerja;
belanja TIK; . Jumlah aplikasi
3. Pemanfaatan berbagi pakai yang
aplikasi terintegrasi; dimanfaatkan.
4. Pemanfaatan
aplikasi berbagi
pakai (contoh: e-
proc/LPSE, e-
buageting)
Pemanfaatan aplikasi : J“mllag dan jenis
SPBE administrasi S e
kesekretariatan: dimanfaatkan: J J J J . J ‘ p ;

1. Aplikasi tata naskah
dinas;

2. Aplikasi manajemen
kepegawaian;

Data pemanfaatan

. aplikasi

manajemen
kepegawaian;

. Terisinya data
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PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN A : : = ; S0 T
3. Aplikasi aplikasi
perencanaan; manajemen
4. Aplikasi perencanaan;
penganggaran; . Terisinya data
5. Aplikasi keuangan; aplikasi
6. Aplikasi manajemen penganggaran;
kinerja; . Terisinya data
7. Aplikasi pengadaan aplikasi
manajemen
keuangan;

. Terisinya aplikasi
manajemen
kinerja;
Persentase
pengadaan melalui
aplikasi
pengadaan.

Pemanfaatan aplikasi Dapat ghaksesnya
aplikasi
SPBE pelayanan pengaduan oleh
publik: publik, SOP dan
jumiah
1. Layapan pengaduan pengadu/laporan;
A . Aplikasi
& SR - dokumentasi VIV NV V]V
SRS st O informasi hukum di
informasi “”k”!“v lingkungan kerja
3. Layanan website
5 yang selalu
blowing system diperbarui;
(WBS); . Dapat diaksesnya
4. Layana.n WBS oleh
SR stakeholder, SOP
5. Layanan informasi dan jumlah
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NO

PEOGRAM
KEGIATAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR
KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

dan dokumentasi
(PPID).

pelapor/laporan
pengaduan;

. Jumlah aplikasi

kepemiluan yang
dimanfaatkan,
senta:

. Data pengunjung

bagi aplikasi yang
bisa diakses
publik;

. Indeks survei

kepuasan publik
terhadap aplikasi;

. Jumlah pemohon

melalui aplikasi
PPID satuan kerja
oleh publik

Penerapan sistem

kearsipan yang handal

1. Penerapan sistem
arsip;
2. Kerjasama

denganarsip daerah;

3. Pembangunan JF
arsiparis di
lingkungan
unit/satuan kerja

. Terkelolanya arsip

statis/dinamis,
manual dan digital
di lingkungan
unit/satuan kerja;

. Terkelolanya arsip

statis dan dinamis
di lingkungan
unit/satuan kerja;

. Terdokumentasiny

a arsip vital;

. Jumlah pemangku

jabatan yang
berstatus JF
arsiparis.
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NO

PEOGRAM
KEGIATAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR
KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)

4

5

6

7

9

10

11

12

Penguatan Sistem
Manajemen SDM
ASN

Pembangunan sistem
merit

Penerapan pengukuran

kinerja individu

Seluruh pegawai
memiliki sasaran
kinerja pegawai;

. Seluruh pegawai

memiliki indikator
keberhasilan dari
tugas dan jabatan;
Sasaran kinerja
pegawai
mendukung
sasaran strategis
dan pencapaian
kinerja secara
berjenjang/cascadi
ng;

Pengukuran
periodik sasaran
kinerja individu;

. Adanya evaluasi

dan pelaksanaan
hasil evaluasi SKP;
Penilaian kinerja
individu telah
dijadikan dasar
untuk
pengembangan
karir
individu/pemberian
reward dan
punishment

Perencanaan

kebutuhan/penambaha

Tersedianya dokumen
analisis beban kerja




238,

PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN
KEGIATAN KEBERHASILAN a 5 6 7 3 9 10 111 12
n jumlah pegawai baik
ASN maupun non ASN
menggunakan analisa
beban kerja (ABK)
. Adanya identifikasi
kebutuhan
Hpsn
pegawai berbasis ke?j = 9 YEA T AL A0 ok A A
kompetensi . Jumlah pegawai
yang mengikuti
pengembangan
kompetensi
Data kepegawaian
Pengisian sistem yang mutahir di N N
informasi kepegawaian lingkungan
unit/satuan kerja
Penguatan Penguatan sistem 1. Penytusunan datn i
6. | Akuntabiltas akuntabiltas kinerja g:tr:;r?iae’;j :“s o k:r?: i VI A
Kinerja instansi pemerintah 2. Reviu renstra satuan Renstra hasil reviu
kerja
. Adanya program
dan kegiatan:
Penyelenggaraan a. Jumlah
anggaran yang efektif program; VN A APA AT A
dan efisien b. Jumlah
kegiatan;

c. Jumlah program

yang
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NO

PEOGRAM
KEGIATAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR
KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)

4

5

7

9

10

11

12

mendukung
tercapainya
kinerja utama
organisasi;

d. Jumlah kegiatan
yang
mendukung
tercapainya
kinerja utama
organisasi.

Persentase

sasaran kinerja:

a. Jumlah sasaran
kinerja;

b. Jumlah sasaran
kinerja yang
tercapai 100%
atau lebih

Presentase

anggaran yang

berhasil
direfocussing
untuk mendukung
tercapainya kinerja
utama organisasi:

a. Jumlah
anggaran total;

b. Jumlah
anggaran yang
berhasil
direfocussing.

Evaluasi capaian

. Adanya rencana

tindak lanjut dan
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PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN
KEGIATAN KEBERHASILAN a 5 6 7 8 9 T 10 111 12
kinerja unit/satuan kerja pelaksanaan
tindak lanjut atas
evaluasi capaian
kinerja unit/satuan
kerja
2. Reviu Lakip
unit/satuan kerja
1. Pencanangan zona 1.Terbe.ntukn.ya t_'m
integritas di ZOnG wieg "tas:
Nngissar 2. Ditandatanganinya
Pembangunan zona gkung v piagam integritas
A : A unit/satuan kerja; -
£, Pengawasan integritas di 2. Penyusunan oleh para pihak dan
unit/satuan kerja ! : saksi;
ir:tgc?'irtl:sagi& i B . Adanya rencana
e kerja zona integritas
lingkungan
unit/satuan kerja YOOy Siigkan
dilegalkan.
Potensi-potensi yang
Identifikasi benturan depat menlmbullfan
Pelaksanaan Sboaakn & benturan kepentingan
pemantauan benturan | o ngan d dari pelaksanaan Nl A AL AT A 419
: lingkungan unit/satuan S
kepentingan i tugas dan fungsi di
kerja X .
lingkungan unit/satuan
kerja
Pembangunan Sistem
Peningkatan SPIP di | Pengendalian Intern .
lingkungan unit/satuan | Pemerintah (SPIP) di ACEYS B OET. P . N EERE S LS SRR

kerja

lingkungan unit/satuan
kerja

satuan kerja
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PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN
KEGIATAN KEBERHASILAN 4 5 6 7 8 9o 10 111 12
Pelaksanaan SPIP: Terselenggaranya:
1. Lingkungan 1. Lingkungan
pengendalian; pengendalian;
2. Penilaian risiko; 2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan 3. Kegiatan v v v v v v v v v
pengendalian; pengendalian;
4. Informasi dan 4. Informasi dan
komunikasi; komunikasi;
5. Pemantauan 5. Pemantauan
pengendalian intern pengendalian intern
Monitoring, evaluasi, Dol i
pelaporan dan tindak e d‘;" i v v v
lanjut pengelolaan SPIP P
100% seluruh wajib
F’eplpgkatan integritas Penyampaian LHKPN I_apor LHKPN ‘_j'
individu lingkungan unit/satuan
kerja
100% LHKASN di
Penyampaian LHKASN | lingkungan unit/satuan
kerja
Peningkatan Prosentase
akuntabilitas Pengelolaan pelaksanaan
pengadaan pengadaan barang/jasa | pengadaan sesuai
barang/jasa perpres 16 tahun 2018
8. | Peningkatan Penguatan pelayanan | Menentukan jenis- Informasi jenis-jenis
Kualitas Pelayanan | prima di lingkungan jenis/produk-produk atau produk-produk
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PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN
KEGIATAN KEBERHASILAN 4 5 6 k. 8 9 (10 11 12
Publik unit/satuan kerja pelayanan administrasi | layanan di lingkungan
internal kesekretariatan | unit/satuan kerja baik
dan pelayanan kepada internal dan
eksternal (terkait eksternal:
kepemiluan)
1. Pelaksanaan \ 4 N 4 J ¥ N 4

Melakukan evaluasi
terhadap jenis-jenis
layanan baik internal
dan eksternal terhadap
14 komponen standar
pelayanan sesuai UU
Nomor 25 tahun 2009
meliputi:

1. Dasar hukum;

2. Persyaratan
layanan;

3. Sistem, mekanisme
dan prosedur
layanan;

4. Jangka waktu
penyelesaian
layanan;

. Biayaftarif;

. Produk layanan;

. Sarana, prasarana
dan atau fasilitas;

8. Kompetensi
pelaksana;

9. Pengawasan

~N O O

rekomendasi hasil
evaluasi terhadap
setiap jenis layanan
internal dan
eksternal/ upaya
pemenuhan
terhadap 14
komponen standar
pelayanan (reviu
dan perbaikan
standar pelayanan);

2. Sudah adanya
maklumat pelayanan
di lingkungan
unit/satuan kerja;

3. Indeks kepuasan
layanan yang di
dapat melalui survei
pelayanan;

4. Jumlah sengketa
pelayanan menurun;

5. Menurunnya jumlah
pelanggaran kode
etik ASN dan kode
etik penyelenggara
pemilu;
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PELAKSANAAN (BULAN)

PEOGRAM INDIKATOR
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN
KEGIATAN KEBERHASILAN 4 5 6 7 8 9 (10 11 12
internal; 6. Adanya akses
10. Penanganan pengaduan,
pengaduan, saran konsultasi serta
dan masukan; pengelolaan
11. Jumlah pelaksana; pengaduan
12. Jaminan pelayanan; masyarakat (jumlah
13. Jaminan keamanan; pengaduan masuk,
14. Evaluasi kinerja sedang proses dan
pelaksana selesai);
7. Adanya inovasi
pelayanan yang
Tools evaluasi dirasakan
menggunakan Peraturan| manfaatnya ileh
Aparatur Negara dan dan atau eksternal
Reformasi Birokrasi
Penerapan partisipasi 1. Eer.nbangu_nan Meningkatnya
publik dalam 2 PZ‘;:?;?‘& partisipasi masyarakat NS AP AL L Lo A

pelayanan publik

masyarakat dalam
kegiatan pemilu

dalam kegiatan Pemilu




PELAKSANAAN (BULAN)

NO ::ggﬁn KEGIATAN SUB KEGIATAN KElgggﬁrs?f AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10| 11| 12
Pembangunan dan )
Penerapan reward and Adanya pemberian
p pelaksanaan reward
punishment dalam : reward dan
and punsihment dalam : v | W
penyelenggaraan - punsihment dalam
" pelayanan internal dan
pelayanan publik pelayanan

eksternal

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten
Bangkalan plt.Kepala Sub Bagian

Hukum,

SA IFIN

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bangkalan
28 Juni 2021

KETUA KOMIS| PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

TTD

ZAINAL ARIFIN,SH, . MH




